Menimbang

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 1964
TENTANG
LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

1. a. bahwa di dalam praktek perbankan seringkali terjadi bahwa suatu cek

yang diajukan pada bank atas nama cek tersebut ditarik guna diminta
pembayarannya ternyata tidak terjamin dengan dana yang cukup pada

bank tersebut (lazim dinamakan cek kosong);

b. bahwa perbuatan penarikan cek kosong itu telah dilakukan

sedemikian rupa sehingga merupakan manipulasi-manipulasi yang
dapat mengacaukan dan menggagalkan usaha-usaha Pemerintah pada
dewasa ini di dalam melaksanakan stabilitas/perbaikan-perbaikan di

bidang moneter dan perekonomian pada umumnya;

c. bahwa di samping hal-hal tersebut dalam huruf b di atas, penarikan

cek-cek kosong itu dapat pula mengakibatkan hilangnya kepercayaan
masyarakat terhadap lalu lintas pembayaran dengan cek pada

khususnya dan perbankan pada umumnya;

2. a.bahwa demi tercapainya stabilisasi/perbaikan-perbaikan dalam bidang

moneter serta untuk mencegah hilangnya kepercayaan masyarakat
terhadap lalu lintas pembayaran dengan cek dan perbankan pada
umumnya, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang penarikan

cek kosong tersebut;

b. bahwa pengaturan ini adalah pula dalam rangka pengamanan usaha-

usaha mencapai tujuan revolusi;

3. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu pula merubah
Undang-undang No. 7 Drt. tahun 1955 sebagaimana telah dirobah dan
ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 1 Prp tahun 1960;

Mengingat :...
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1. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955, No. 8 Drt tahun 1958, No. 21
Prp tahun 1959 dan No. 1 Prp tahun 1960jo Penetapan Presiden No. 5
tahun 1959;

3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239
tahun 1964;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :

Undang-undang tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.

BAB I.

Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.

Pasal 1.
Barangsiapa menarik suatu cek, sedangkan ia mengetahui atau patut harus
menduga, bahwa sejak saat ditariknya untuk cek tersebut tidak tersedia dana
yang cukup pada bank atas nama cek tersebut ditarik (cek kosong) dipidana
dengan mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-
lamanya dua puluh tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya empat kali

jumlah yang ditulis dalam cek kosong yang bersangkutan.

Pasal 2.
Apabila penarikan cek kosong tersebut dalam pasal 1 dilakukan oleh atau
atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang
atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan pidana dijatuhkan
baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik
terhadap mereka yang melakukan penarikan cek kosong itu, maupun

terhadap kedua-duanya.

Pasal 3...
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Pasal 3.

Tindakan pidana tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2 adalah kejahatan.

BAB II.

Tentang Penambahan Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955.

Pasal 4.
Pasal 1 sub le Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955, sebagaimana telah
dirobah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 1 Prp tahun 1960,

ditambah dengan kalimat yang berbunyi sebagai berikut:

"0. Undang-undang No. 17 tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek
Kosong (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 101, Tambahan Lembaran-
Negara No. 2692)."

BAB Il

Penutup.

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar...
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Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 1964.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
Dr. SUBANDRIO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 1964.
SEKRETARIS NEGARA,
ttd
MOHD. ICHSAN.
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